Menimbang

Mengngat

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 avat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang
Sistemn Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat
Daerah wajib melakukan penilaian risiko;

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan
SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko vang dapat
digunakan wuntuk mengelola nrnsiko di lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828];

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ([Lembaran . Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);
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11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
HBerlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890j);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah.

Peraturan Deputi bidang Pengawasan Penvelenggaraan
Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah
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Menetapkan :

12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah otonom;

Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan vang

menjadi kewenangan daerah;

5. Inspektorat Provinsi Bengkulu vang selanjutnva disebut
Inspektorat adalah perangkat daerah vang merupakan
aparat pengawasan intern pemerintah Yang
bertanggungiawab langsung kepada Gubernur;

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yvang selanjutnya
disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern vang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah daerah.

7. Unit Pemilik Risiko vang selanjutnya disingkat UPR adalah
unit kerja vang bertanggungjawab melaksanakan
pengelolaan risiko,

8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas
memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di
lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian vang mengancam
pencapaian tujuan Kegiatan dan sasaran perangkat
daerah;

10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan
pengendalian vang sudah ada;

Sl
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(1]

ldentifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana,
kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi
sehingga dapat berdampak negatifl terhadap pencapaian
tujuan;

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko
vang telah tendentifikasi dalam rangka mengestimasi
kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk
menetapkan level atau status risikonya;

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat
RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian vang
akan dilakukan oleh perangkat daerah;

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,
atau norma vang telah ditetapkan;

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau
vang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor vang
mempengaruhi  keberhasilan atau kegagalan suatu
kegiatan dalam mencapai tujuan;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yvang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
Rencana Strategis Perangkat Daerah vang selanjuinva
disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode
5 (lima) Tahun;

Rebijjakan Umum APBD vang selanjuitnya disingkat KUA
adalah dokumen wvang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayvaan serta asumsi vang
mendasarinva untuk periode 1 (satu) Tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yvang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran vang diberikan kepada
perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan
DPRD;

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnyva disebut RKA adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran vang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah
serta rencana pembiavaan sebagai dasar penvusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2
MARKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Gubernur imi dimaksudkan sebagai acuan bagi
pejabat/seluruh pegawail pada Provinsi Bengkulu untuk
melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
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(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan
panduan dalam mengelola risiko dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BARB I

PENGELOLAAN RISIKO
Pasal 3

(1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas
tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis
perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannva.
(2] Pengelolaan nsiko dilakukan melalu:

a. Pengembangan budayva sadar risiko;

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko;dan

¢. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko;

1]

(3)

Bagan Resatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 4

Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2] hurul a dilakukan
sesuai dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah Daerah
Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

.

G.

Sosialisasi pemahaman risike kepada setiap
pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap
satuan kerja;

. Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses

pengambilan keputusan di seluruh tingkatan
organisasi;dan

Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian
yangmendukung penciptaan budaya risiko.

Bentuk  pengembangan budaya sadar risiko
sehagaimana dimaksud pada ayat (2], berupa:

a.
b.

C.

Pertimbangan risike dalam setiap pengambilan
keputusan;

Sosialisasi berkelanjutan pentingnyva Manajemen
Risiko;

Penghargaan terhadap pengelolaan nsike vang
baik;dan

Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses
OTgANiSas].
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(1)

(2)

{3

(4

(3}

(6)

(1)

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5

Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur

pengelolaan risiko, yang terdini atas:

a. Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan
risiko;

b. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai koordinator
penyelenggaraan pengelolaan nsike pemerintah
daerah;

c¢. Gubernur dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai
UPR;

d. Asisten Sekretans Daaerah sebagai unit
kepatuhan;dan

e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab
pengawasan;

Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan

risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan

risiko pemerintah daerah;

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang
mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah;

Gubermur dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai

UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di

lingkup kerjanya;

Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit

pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan
perangkat daerah;

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e berwenang memberikan keyakinan yvang memadai

atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko
pemerintah daerah, CGubernur membentuk Komite
Pengelolaan Risiko;

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] terdiri atas:

a. Gubernur sebagai ketua;
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b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap
anggota;dan

c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai
anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 memiliki tugas:

(1] melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risike di lingkungan
pemerintah daerah,

(2] membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan rsiko vang disampaikan kepada
Gubernur cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

(1} UPR Tingkat Pemerintah Daerah;

(2) UPR Tingkat Eselon Il;dan

(3) UPR Tingkat Eselon Il dan IV.

Pasal 9

(1] UPR Tingkat Pemenntah Daerah sebagaimana dmmaksud

dalam pasal 8 ayvat (1) memiliki tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan risike di tingkat
pemerintah daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat
pemerintah daerah;

c¢. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah
daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
risiko hasil identifikasi dan analisis rnsiko.dan

e, menatausahakan proses pengelolaan risiko,

(2] UPR Tingkat Eselon |l sebagaimana dimaksud dalam pasal

8 ayat (2) memiliki tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit
eselon |l pada OPD masing-masing;

b. menvusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat
unit eselon 1l pada OPD masing-masing;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD,

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
risiko hasil identifikasi dan analisis rnsiko.dan

¢. menatausahakan proses pengelolaan naiko.
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(1)

(<]
(3]

(4]

(4]

(1]

UPR Tingkat Eselon 11l dan IV sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8 ayat (3) memiliki tugas:

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;dan

c¢. menatausahakan proses pengelolaan nisiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko
Pasal 10

Proses pengelolaan nsiko meliputi:

a. ldentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

b. Penilaian risiko,

c. Kegiatan pengendalian;

d. Informasi dan komunikasi;dan

e. Pemantauan.

Proses pengelolaan nsiko sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
mempunvai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses
manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budayva
organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis
OTgAnIsas,

Paragrafl Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

ldentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
diperlukan untuk menentukan rencana penguatan
lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan
budaya risiko dan pengelolaan risiko.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dengan cara
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub
unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragral Kedua
Penilaian Risiko
Pasal 12
Penilaian nisiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi

risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan
instansi pemerintah dan merumuskan  kegiatan
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(2)

(3]

(4)

(3]

16)

pengendalian risiko vang diperlukan untuk memperkecil
risiko.

Penilaian nsiko dilakukan atas:

a. Tujuan strategis Pemenntah daerah;

b. Tujuan strategis (entitas] PD;dan

¢. Tujuan operasional (kegiatan) PD.

Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (2] hurul a
dilaksanakan bersamaan de ngan proses penyusunan
RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
Penilaian risiko atas tujuan strategis [entitas] OPD
sebagaimana dimaksud pada avat (2] huruf b
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
Renstra PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra
PD.

Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD
sebagaimana dimaksud pada avat (2] hurufl ¢
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyvusunan REA
PD atau segera setelah diselesaikannyva RKA PD.

Proses penilaian risiko meliputi:

a. Penetapan konteks/tujuan;

b. Identifikasi risiko;dan

c. Analisis Risiko,

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdin danm tahap penetapan
konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

(1)

(2]

(3)

(4)

(3]

Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan
tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan
rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

Tujuan dalam pengelolaan nsiko dibagn menjadi tiga
tingkatan vaitu konteks strategis pemerintah daerah,
konteks strategis (entitas] PD, dan konteks operasional
(kegiatan).

Tujuan dalam konteks strategis pemerintah  daerah
ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah
daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD,
Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum
dalam dokumen Renstra PD.

Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan
berdasarkan tujuan kegiatan vang tercantum dalam
dokumen RKA PD.
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(2)

(1)

(2]

(3)

(1}
(2]

= T =

Pasal 15

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan
analisis atas risiko-risiko.

Kriteria penilaian risiko meliputi :

a. Skala dampak risiko;

b. Skala kemungkinan risiko;dan

c. Skala tingkat risiko.

Pasal 16

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko

vang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan

pemerintah daerah yang meliputi tujuan strategis
pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan
tujuan operasional (kegiatan| PD.

Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat
pencapaian  tujuan, pemilik nsiko, sebab risiko,
sumber risiko, dan dampak nsiko;dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi rsiko dalam
daftar risiko;

Pasal 17

Analisis nisiko merupakan langkah untuk menentukan

nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai

kemungkinan dan dampaknva.

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada avat (1)

suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai

informasi  untuk  menciptakan  rencana  tindak

pengendalian.

Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

b. memvalidasi nsiko;

c. melakukan evaluasi pengendalian vang ada dan vang
dibutuhkan;dan

d. menyusun RTP.

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18
Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk
mengimplementasikan RTP.
Implementasi RTP meliputi kegiatan :
a. pembangunan infrastruktur pengendalian vang antara

lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;dan
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3}

4)

(1

(2

a 1] =

Paragrafl Keempat

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan
telah terdapat komunikasi internal dan eksternal vang
efektif dalam setiap tahapan pengelolaan nsiko, sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses
penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan
sarana mformasi dan komunikasi vang efektif dalam
melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan
Pasal 20

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara
berjenjang mulai dari Gubernur, Kepala PD (Pejabat
Eselon 1), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon
111}, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon V)
sesual dengan ruang lingkup dan kewenangannvya.
Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah
daerah oleh Gubernur dapat didelegasikan kepada unit
kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab
pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB 11
PELAPURAN
Pasal 21

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan

risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan

risiko.

Laporan pengelolaan risiko meliputi

a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko,

b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik
risikojdan

¢. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit
kepatuhan internal.
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(3} Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian nsiko
vang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah
daerah, penilaian nsiko strategis (entitas) PD, dan
penilaian risiko operasional PD.

i4) Laporan pelaksanaan nisiko dibuat oleh umit pemilik rnisiko
disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada
Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian
risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
sebagaimana dimaksud pada avat (2] huruf b dilakukan
secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada
Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah
dan unit kepatuhan internal.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik
Risiko sebagaimana dimaksud pada avat (2] huruf b
untuk tingkat entitas Pemerintah daerah dikoordinasikan
oleh UPR pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat
strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan
oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 1.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan
Internal sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurof c
dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan
kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah.

BAB [V
KRETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubermur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2019 Nomeor 7] dicabut dan dinvatakan udak
berlaku.
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Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sehiap orang —mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 04-11-2021

GUBERNUR BENGKULU,
tid.
H. ROHIDIN MERSYAH

i undangkan di Bengkulu
Pada tanggal 04-11-2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd.
HAMRKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt, KEPALA BIRO HUKUM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

Pembina
NIP. 19681

a Madya
1 199303 1 002
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LAMPIRAN |

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS|
BENGKULU

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

BENGRULU

. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13
ayat (1] vaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko, dan

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman
Penvusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

2,

mengelola nsiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pemerintah daerah;
mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu.,

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A, Penetapan konteks pengelolaan risiko
Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
dilakukan atas tujuan strategis Pemenntah Daerah, tujuan strategis
{entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan [operasional) OPD,

1,

Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana
Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko
strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur
bersama Wakil Gubernur, dibantu ocleh Kepala OPD selaku Unit
Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah daerah di bawah koordinasi
Sekretaris Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-
risiko priontas atas tujuan dan sasaran strategis OPD vang tertuang
dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).
Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing
Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit
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Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat
Eselon 3 dan 4.

Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan risiko-
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama
OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan
OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja
OPD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan
oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennva,
dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit
Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
vang sama bagi pihak-pihak vang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis
atas risiko-risiko vang telah diidentifikasi, sebagal dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko vang dapat diterima maupun tingkat
rnisiko yang tidak dapat diterima dan memeriukan respon penanganan
lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdini dari 3 komponen, yvaitu
Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinva (Probabilitas)
Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak
risiko. Kriteria skala dampak risiko vang digunakan oleh Pemerintah
Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

: Kegiatan MNegatif, Pelanggaran
| signifikan / 4 E::f'#ﬁm terhenti, tersebar luas | serus, -
sargat it tujuan tidak di banyak terkena
besar lercapal i ; _m-idm sanks
Kegiatan r mﬂ':::“ d Pelangziran
Signifikan / 3 Kerugian | sangat I.':I:n’:ra J SeriUs,
besar : hesar terhambat, Pt pa san ks
| tidak :It!ltl.ﬂ.’_ nasiona fiokil teriulis
Kurang Keruglan | Kegiatan ! Negatil, Hlﬂnmmn
signifikan/ 2 cuktip terhambat, | terdapat !ﬂ'::;'s'l
kecil beesar | kurang efisien | pemberitaan __lf'l_'_T'I.L_Il:-
B | Ada i
T_idn_k ::tr:.:hgmn Ada hl::hatan | peimberitasn :r:ggmmn
Sangat ke | | |lurang | namun aner tdate | SR
[ _ it erial LETIangani [ miarial | teguran
h jdih.bengkul
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2. Skala Probabilitas Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinva
risiko. Kriteria skala probabilitas risiko yang digunakan oleh
Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Hoampir pasti Remungkinan terjadinya Capal terjadi
terjadi / 4 risiko sangat sering beberapa kali
Sangat sering terjadi Iprobahilitas »75%) dalam 1 tehun
| Kemungkinan Kemungkinan terjadinya Kemungkinan
besar / 3 | risiko sering (probabilitas > | terjadi sekali dalam |
Sering terjadi 50% s.d. 75%) | tahun I
Remungkinan terfadina 2
Kemungkinan kecil/ |, | risiko rendah/kecil ::,"'."I::f“'“"ﬁ“d i
Jurang terjadi {probabilitas > 20% s.¢. Lucrt pelall o
; 5-10 tahun
S|
Sengatl g Kemungkinan terjadinya Kemungkinan
ttrja:li” R 1| risiko sangat kecil terjadi sekali dalam |
{probahilitas « 20%) { 10 =20 mhun

3. Skala Nilai Risiko
Skala nilai nsiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor
dampak risiko dan skor probabilitas risiko, vang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta nsiko prioritas sebagai dasar
pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko vang dapat diterima
(acceptable risk) maupun tingkat risiko vang tidak dapat diterima
funacceptable nsk),

Kriteria penerimaan risiko vang digunakan oleh Pemerintah Provinsi
Bengkulu adalah sebagai berikut:

= : — . = T =
| 1-2 (Sangat rendah) Dapat diterima
|—-...-_.... _—— =
3-4 (Rendah) Dapat diterima
- . Harus menjadi perhatian manajemen dan
-0 (Ti
Fingw) diperiukan pengendalian yang baik
! P— Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian vang |
12-16 [Sangat tinggl) - gat baik - I

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prnioritas dan acceptable
risk/unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks analisis risiko
berdasarkan skala dampak dan probabiitas risiko serta kriteria level
risiko/ nsk appetite vang telah ditentukan sebagai berikut:
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MATRIKS ANALISIS RIBIKO
Ilum__p:'t[ _pa_;_!tj
Eemungkinan
Kemungkinan besar
terjadinya
rigiko Kemu ng_kmnn
kecil
Sangat farang
Keterangan:

Berdasarkan tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi
(oranye] merupakan area vang memiliki sisa risiko vang
membutuhkan penanganan dengan prioritas vang sangat Hngg
(unacceptable risk). Selanjutnya, untuk kategori moderat [kuning)
menjadi prioritas berikutnva funacceptable risk), sedangkan kategori
rendah (biru) dan sangat rendah [hijau) merupakan risiko vang dapat

ditoleransi dan diterima (acceptable risk).

C. Waktu, tahapan dan pithak terkait dalam pengelolaan risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko adalah

sebagai bertkut:
' | Tahapan | ' Ot et
Manajemen Tahapan | Tahapan
Waktun Pelaksann
‘ No. Pemerintalh | [ mfelolaan Pengelolusn
1. | Proses Proses = Arahan dan | = Komite - Doakumen
. PENYUSUNAN | PEYUSUIEN Kebijakan pengelolann prahan dan
RFEIMD EPJMD penilaian [ Risiko kehiiakan
(Satu risiko 5 - Sekda selaku penilaian
tahun tahunan Koordinator risikn 5
sebelum = Penyisunan - UPR Tahunan
RPJMD 5 | Risiko Pemerintah - Daftar Risiko
takhunan Strategs Daerah dan BTP
terjalan s.d, Pemerintah [Kepala Strategls
RPJMD Dacrah Dacrah dan Pemerintah
ditetapkany) Kepala OPDY daernh
2. | Proses Priovses Penyusiinan « Komife Daftar Hisiko
penyvusunan | penyusunan | Risiko Strategis pengelolaan dan
Renstra Renstra (Entitas) QPD risiko RTF Stratcgis
OPD [(Satu OPD = Bekds selaku | (Entitas) OPD
tahun Koordinator
sebelum - UPE Tingkat
RPIMD 5 Es. |/Es |
| tahunan | d/(Kepala |
beralan s.d. OPD dan
RPIMD Kabag/ Kalxd
ditetaplkan) OPD)
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| Tahapan Taha | Output
Wakt Manajemen s Pelal Tahapan
 No. Pemerintah "um'hh“ Pengelolaan
| Daerah | Risiko

3. | Januar - Penyusunan | Arahan dan Komite | Dokumen
Mei RKPD dan | kebijakan Pengelolaan | mrahan
Tahun Kenja OPD | penilaian Ristko | dan kehijakan
202%-1 risiko tahunan | penilaian

| risiko
| | tmhunan
4. | Agustus- Penyusunan | Penyusunan - Kepala OPD | Daftar ristko
‘ September REA OPD Risiko « Unit Pemilik | dan RTP
202 X-1 [Penetapan | Operasional Kisiko Tingka! | Operasional
FENCHna OPD Es. 3 dan Es. | OPD
sasaran & 4 OPD
| PagU
HNERAran
| per
kegiatan)

5. | Oktober Penyusunan | Pengomunikasi | - Kepaka OPD T - Perbaikan
Tahun RAPBED, an Risiko dan - Komite HTP
202%-1 Perda APBD ferp' P-:Eﬁum | - Ksop

e e e e | PRSI Hisi - Notulen

6. | November - | Penyusunan | .o Revisi - UPR Tingkat pengnmunik
Desember | Rancangan | yqop Pemerintah ANIAn
iy DPAOPD, | pengomunikasi | daerah, - Finalisasi

i dan an perubahan Tingkst Eselon |  Daftar risiko
penelapan | ggnp 1,2, 3, dan 4 dan RTP
DFA-OPD - Sekdn selaku
koordinator
| 7. | Januari sd Feinksanaan | Pemyusunan - Romite RS0
Desember APBD atau Pengelnlann
Tahun 202X pEnVemplriaan Fisiko
KSOP (Tindak = UPR Tingkat
lanjut BTF) Pemerintah
dacrah,
Tingkat
Esclon 1,2, 3, |
L __dan 4
Pelaksanaan = Komite Bukti
KS0OP Pengelolaan pelaksanman
Risiko KSOP
. - Kepala OPD
- Pelaksani
Program dan
kegiatan
Herkala Pelaporan dan = UPR Tk. - Form
(Triwulanan| maonitoring pemerintah Monitoring
risiko daerah, Tk, Risiko
dan KSOPF eselon 1 dan - Form
2, Thk. eselom 3 Monitoring
dlan 4 TL RTP
= Unit
Keprtuban
- Bekda selaku
koordinator
h jdih.bengkuluprov.
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Tahapan Tabapan Output
Walt Manajemen Pelal Tahapan
Pemerintah ' 'I‘m'l““'“ Pengelolaan
Daerah Risike
Pemantausan = Unit | = Notulen
kinera, ristko, Kepatuhan rapat
dan efektifitas Pengelolaan - Laporan
I| KS0F vang Risiko pemantauan
dibangun {triwn b,
tahunan, 5
tahunan)
Juni-Juli Penyusunan = Reviu dan - UPR Daftar Risiko
Tahun 202X | KUA PPAS pemutalchiran Pemerintah dan RTP
(Penetapan | Risiko Strategis daetah Strategis
sasaran Pemerintah {Gubernur dan | pemerintah
makro dan | dacrah. Kepala OPD) dacrah yang
pagu = Sekda selaky | dimutakhirkan
ANEEAran Catatan; Koordinator
pemerintah | Rislko strategis
daerah) Pemerintah
daerah nkan
diriviu dan
dimutakhirkan
setiap tahun
ARUSTLIS- Penyvusunan | Reviu dan - Gubernur Daftar Risiko
September RRA OFPD pemutakhiran = Sekda selaku dan
202X (Penetapan | Risiko Strategis Koordinator RTP Stratcgis
rencana (Entitas| OPD Unit Pemilik [Entitas) OPD
sasaran S Risiko Tingkut
pagu Catatan; Es. 2 (Kepala
ANEgAran Risiko strategis OPD dan
per fentitas) OPD habag/ Rabid
kegiatan) ekan dirivie dan | OPD)
Dimutakhirkan
setiap tahun
Januar- Pelaporan Pelaporan = Gubernur Laporan
Februari Keuangan Pengelolann - Kepala OPD Pengelolaan
Tahun Risika Tahun - UPR Tk. Risiko Tahun
202X+ 202X pemerintah 202X
daerah, Tk.
esclon 2, Tk
eselon 3 dan 4
- Unit
Kepatuhan
- Sekda selakn
koordinator
Februari — Eeviu AFIP | Evaluasi Inspekiorat Laporan
Miret pengelolann (APIP Daerah) Evilunsi
Tahun risiko oleh AFIP Pengelolaan
2025+ 1 Risiko
Penilalan = Gubernur Laporan
Maturitas - Kepala OPD Penilaian
5AP = Inspektorat Maturitas SPIP
(APTF Daerah

h
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. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINS]I BENGKULU
A, Struktur Pengelolaan Risiko
Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah
sebagai benkut:

e :

L ek S A L L e B
Y FRALE e Y UM |
P E Rl
PRl il
| .
K Lot PR L
. | | | | P MO
(i | apa Fapn
gl P Wy puaale B— S g o o i
Bl o | fardila i g
T T
—— ’_J~ I |
Vi
| - P i e L Fagdl s ey
B Y i Lk Wil | LR o il S —
| m— e . - l —_ e '
FalNC | [ — = | y
[ [ T
l —_— | EATS o B LTFIPe - Eray = iy
it jin

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Gubernur sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah
kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, CGubermur juga
bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko
pada pemerintah daerah vang dipimpinnya. Gubermnur menetapkan
Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung
pelaksanaan pengelolaan nsiko.

Koordinator Penvelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penvelenggaraan berwenang

mengoordinasikan pengelolaan nisiko di lingkungan pemerintah

daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnva, Sekda selaku

Koordinator Penyvelenggaraan melakukan kegiatan antara lain;

a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko,

b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan
risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;

¢. Memfasilitasi proses penilaian risiko;

d. Kegatan koordinasi lainnva sesuai kebutuhan.

Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi vang bertanggung

jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanva. Adapun

tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment] atas
risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta
melaksanakan pengendalian vang ada di unit kerja masing-
MASINE.

http:/jdih.bengkul


http://jdih.bengkuluprov.go.id

-21-

b. Melaporkan perstiwa risiko vang terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-han.

c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja
dan peristiwa risiko vang terjadi di masa lalu dalam unit kerja
masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning
nmdicator) dan sebagai database untuk memprediks: keterjadian
risiko di masa yang akan datang.

d. Menyvusun hasil penilaian nisiko (risk assessment] untuk
dcllnpnrknn kepada Unit Kepatuhan.

. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko.

f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pengendalian,

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi vaitu
sebagai berikut:
a. Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdir
darni:
Ketua : Gubernur, selaku pemilik risiko tinghkat
pemerintah daerah.
Koordinator Teknis : Kepala Bappeda
merangkap angeota
Anggota : Seluruh Kepala OPD  [Sekretaris
Daerah, Sekretanis DPRD,
Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala UPTD Pemerintah Daerah,
Direktur RSUD, dan sebagainya)

b. Unit pemilik rnsiko ungkat unit Eselon 1, terdin dari:

Ketua :  Sekretaris Da:-mmh selaku pemilik nsiko
tingkat OPD (Sekretariat Daerah)

Koordinator Teknis : Kepala Biro Yang menangani

merangkap anggota perencanaan di  Sekretariat | Daerah
Provinsi

Anggota : Seluruh Kepala Biro pada Sekretariat

Daerah Provinsi

c. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:

Ketua : Repala OPD, selaku pemilik nsiko
tingkat OFD

Koordinator Teknis  : Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang

merangkap anggota yang menangani perencanaan pada
OPD

Anggota . Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban

pada OPD vang bersangkutan
d. Unit pemilik nisiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdin dan:

Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik
risiko tingkat kegiatan
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Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/

merangkap anggota Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk
menangani perencanaan kegiatan pada
OPD

Anggota . Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub
Bidang/ Seksi pada Bagian/Bidang
vang bersangkutan

4. homite Pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah daerah

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah
daerah, Gubernur dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko,
dengan tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal
terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur
normal;

b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

¢. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cg
Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

a. Gubernur sebagai ketua,

b. Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator
merangkap anggota;

c. Kepala OPD sebagal anggota.

Dalam melaksanakan tugasnva, Komite Pengelolaan Risiko dapat
membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan
pengelolaan nsiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Asisten Sekretaris Daerah bertindak sebagai unit kepatuhan pada
OPD. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan
terhadap OPD yang berada dibawah koordinasinya sesuail dengan
Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam wmelaksanakan tanggung jawabnva, Unit Kepatuhan

melakukan kegiatan antara lain.

a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

b, Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan
risiko;

d. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan
pengelolaan risiko vang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q.
Sekretaris Daerah.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk
tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Penanggungjawab pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan,

bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait

penerapan pengelolaan risike. Dalam melaksanakan tanggung
jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan nsiko
pada pemerintah daerah;

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan -efektivitas
pengelolaan risiko dalam penvelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;

¢. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang
bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara
keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawail di lingkungan Pemernintah Provinsi Bengkulu dengan
tahapan sebagai berikut:

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah terdiri dari 5
(lima) tahapan, vaitu: identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta
pemantauan.

l.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

ldentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan
melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian
pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah,

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan

wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian.

1) Persiapan Data.

Data vang digunakan untuk menilai lingkungan
pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat
berupa laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang
bersangkutan, hasil reviu/evaluasi atas penvelenpggaraan
urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah, hasil kajian
tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan
pemerintah daerah, atau berita terkait pelaksanaan urusan
wajib/pilihan pemerintah daerah dar berbagai sumber,

2] Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan
pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (format
pada lampiran 2 Form la).
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b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui
reviu dokumen.
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah
daerah  dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian.
Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang
dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Darl data
tersebut  selanjutnya  disimpulkan  kondisi  kelemahan
lingkungan pengendalian interm di pemerintah daerah
sebagaimana disajikan pada lampiran 2 Form 1hb.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control
Enwirontment Evaluation (CEE).
Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi
pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan
Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Jika dari
hasil survei terdapat informasi vang perlu diperdalam atau
diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa
responden terpilih vang memahami urusan wajib/pilihan vang
dilakukan penilaian.

Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern pemrintah
daerah menurut metode CEE yaitu “memadai’ dan “kurang
memadai” sebagaimana disajikan pada lampiran 2 Form la.

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan.
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada
pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja
sebagaimana disajikan dalam lampiran 2 Form lc.

2. Penilaian Risiko
Tahapan proses penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) tahapan, dimulai
dari penetapan konteks/tujuan, identifikasi risiko, sampai dengan
analisis risiko.

a. Penetapan konteks/tujuan,
Tahap pertama pelaksanaan penilaian rnsiko adalah menetapkan
“konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-
tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat
strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD wvang
selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk
memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja
organisasi vang akan dicapail. Keluaran vang diharapkan pada
tahap ini adalah adanya daftar tujuan /sasaran, indikator kinerja
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pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD, dan
tingkat kegiatan vang sudah didiskusikan dan disepakati oleh
Gubenur dan Kepala OPD.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar tujuan
strategis pemerintah daerah, tujuan strategis OPD dan tujuan
operasional OPD sebagaimana Form 2a, 2b dan 2¢.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah

adalah sebagai berikut:

1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD serta data lainnya
terkait perencanaan seperti SOTK, uailan tugas dan jabatan,
dan sebagainya.

2) lIdentifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama
terkait tujuan strategis vang diidentifikasi sebagaimana
tercaantum dalam RPJMD,

3) Identifikasi data atau informasi lain vang relevan misal
prioritas pembangunan atau program unggulan terkait
dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pillhan vang
dipilih berdasarkan RPJMD,

4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daearh
vang akan dilakukan penilaian nsiko. Sasaran vang akan
dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian
sasaran sesuail kebutuhan.

3] Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2a,

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah

adalah sebagai berikut:

1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD serta data
terkait lainnya

2} Mengidentifikasi tujuan, sasaran., dan Indikator Kinerja
Utama OPD terkait dengan urusan wajib/pilihan vang
diidentifikasi vang mendukung pencapaian tujuan strategis
vang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis
Pemerintah daerah.

3] Menetapkan sasaran dan IKU strategis (entitas) OPD vang
akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran vang akan
dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian
sasaran sesual kebutuhan.

4] Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat

Daerah adalah sebagai berikut:

1] Mendapatkan dan mempelajari Renja dan REKA OPD serta
data terkait lainnya

2] Mengidentifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran
terkait dengan tujuan strategis OPD vang sudah dipilih
sebelumnya.

3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran vang
akan dilakukan penilatan risiko. Kegiatan utama yang akan
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dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk
untuk sefuruh kegiatan utama.
4] Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.

Dalam penyusunan konteks/tujuan kegatan utama pada

Perangkat Daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1) Kepala OPD sebagai Unit Pemilik Risiko tngkat unit Eselon 2
menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat
struktural di bawahnva untuk menyusun dan menetapkan
konteks/tujuan atas kegiatan pada masing-masing unit
bidang/bagian di Perangkat Daerah;

2] Kegiatan penyvusunan konteks/tujuan atas kegiatan utama
pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan
sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yvang
memahami kegiatan utama Perangkat Daerah;

3] Mekanisme penyusunan konteks/tujuan atas kegiatan
utama di masing-masing unit diutamakan melalui Focus
Group Discusion ([FGD);

4] Daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama vang dihasilkan
di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing
pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan pada
Sekretaris/pejabat terkait;

5| Dokumen daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama vang
dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di
tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan
perbaikan;

6| Dokumen daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang
sudah diperbaiki ditandatangani oleh Kepala OPD;

Identifikasi Risiko

Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah
terjadi atau peristiwa yvang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap
wlentifikasi risiko, selain pernvataan risiko juga disampaikan
atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab
risiko, sumber nrisiko, sifat penvebab risiko apakah dapat
dikendalikan [controllable) atau tidak dapat dikendalikan
(uncontrollable] oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta
penenma dampak nsiko,

[rso [.J21].Joo].]os]. o1

Reterangan:

RSO = Kode jenis risiko untuk risiko strategis OPD

21 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2021
00 = Kode urusan wajib/pilihan

05 = Kode OPD vang menilai

01 = nomor urut risiko
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Risiko strategis pemerintah daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan
untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian vang dapat
mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.
Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis
Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran 2 Form 3a.

Risiko strategis perangkat daerah (OPD)

Identifikasi rnisiko strategis perangkat daerah dilakukan
untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
Mengancam pencapaian tujuan strategis perangkat daerah
vang terkait dengan tujuan strategis pemerintah daerah vang
dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah
daerah. Contoh formulir Kertas Kerja [dentifikasi Risiko
Strategis OPD disajikan dalam Lampiran 2 Form 3b.

Risiko operasional perangkat daerah (OPD)

Identifikasi risiko operasional OPD dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian vyang dapat
mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD. Contoh
formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasioan]
Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran 2 Form 3c.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah
memperoleh data risiko sebanvak-banvaknyva baik risiko internal
maupun risiko eksternal.

Langkah kena identifikasi nsiko adalah sebagai benkut:

2

3

4)

3

6)

Kepala OPD sebagai Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2
menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat
struktural di bawahnyva untuk menvusun daftar risiko atas
kegiatan di masing-masing unit.

Kegiatan penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-
masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanvak
mungkin personil di masing-masing unit vang memahami
kegiatan utama Perangkat Daerah.

Mekanisme penyusunan daftar risiko atas kegiatan di
masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group
Daftar Risiko atas kegiatan utama vang dihasilkan di
masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing
pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan pada
Sekretaris/ pejabat terkait.

Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama vang dihasilkan
di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat
Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan.

Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama vang sudah
diperbaiki ditandatangani oleh Kepala OPD;
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c. Analisis Risiko
Langkah-langkah analisis risiko adalah sebagai berikut:

2|

3)

4

Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko.
Setelah Risiko urusan wajib/pilihan tendentifikasi dan
disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis
risiko urusan wajib/pilihan. Contoh formulir hasil analisis
risiko disajikan pada Lampiran 2 Form 4.

Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah
selanjutnva dikomunikasikan kepada Gubernur, sedangkan
tingkat strategis [(entitas)] OPD dan operasional OPD
dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan
diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk
ditangani.

Risiko dengan kriteria “sangat tingg" dan *tnggi® akan
diprioritaskan untuk ditangani. Bentuk daftar risiko prioritas
disajikan dalam Lampiran 2 Form 5.

Melakukan evaluasi pengendalian yvang ada dan vang
dibutuhkan.

Penilaian terhadap pengendalian vang ada mencakup
penilaian kebjjakan dan prosedur vang dimiliki instansi
pemerintah  dalam rangka mengelola risiko  yang
diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur vang ada tersebut
selanjutnya dinilai efektifitasnya. Hasil penilaian atas
pengendalian vang ada disajikan dalam Lampiran 2 Form 6.

Menvusun Rencana Tindak Pengendalian [RTP).

RTP merupakan kebijakan/prosedur vang akan dibuat untuk

membangun pengendalian vang diperlukan guna mengatasi

kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi

risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Hal-hal vang

dilakukan dalam penyusunan RTP adalah sebagai berikut:

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian.

bl Merumuskan kegiatan pengendalian vang dibutuhkan
dalam rangka mengatasi risiko.

¢ Menvelaraskan rencana tindak pengendalian.

d) Menvusun rancangan informasi dan komunikasi atas
RTP.

e] Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan
RTP.

Langkah kerja penvusunan Dokumen RTP:

a) Kepala OPD sebagai penanggung jawab penyelenggaraan
Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada
seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun
RTP atas kegiatan utama di masing-masing unit.

b} Kegiatan penyusunan RTP atas kegiatan utama di
masing-masing unit dilakukan dengan mehbatkan
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sebanyak mungkin personil di masing-masing unit vang
memahami kegiatan utama Perangkat Daerah, risiko atas
kegiatan utama dan cara penanganan risiko,

¢ Mekanisme penyusunan RTP atas kegiatan di masing-
masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion.

d) Dokumen RTP vang dihasilkan di masing-masing unit
ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3
untuk dikumpulkan pada Sekretaris/pejabat terkait.

el Dokumen RTP vang dihasilkan di masing-masing unit
kemmudian dibahas di tingkat Perangkat Daerah untuk
dilakukan perbaikan,

fil Dokumen hasil Analisis Risiko atas kegiatan yang sudah
diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh Kepala OPD.

gl Dokumen RTP, bersama dengan daftar tujuan dan daftar
risiko merupakan kelengkapan atas dokumen RKA/RKAP
Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD.

Kegiatan pengendalian atas nsiko prioritas dan Rencana
Tindak Pengendaliannya disajikan pada Lampiran 2 Form 7.

3. RKegatan Pengendahan

Setelah  diperoleh  kesepakatan dengan perbaitkan vang akan
dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian vang ada,
langkah selanjutnya yvang perlu dilakukan adalah menerapkan
Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa

kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yvang meliputi penvusunan atau
penvempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
dari RTP.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Informasi dan komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi
internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan
pengelolaan  risiko, sejak penilaian  kelemahan lingkungan
pengendalian, proses penilaian nsiko, dan pelaksanaan kegiatan
pengendalian. Oleh karena itu, perlu mengomunikasikan
pengendalian vang dibangun kepada pihak-pihak terkait Contoh
pengomunikasian antara lain dalam bentuk surat edaran, kebijakan
yvang diupload dalam situs resmi yang dapat diakses oleh seluruh
pithak vang berkepentingan, kegiatan sosialisasi/workshop/
diseminasi.

Bentuk rancangan pengomunikasian pengendalian vang dibangun
disajikan dalam Lampiran 2 Ferm B,
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5. Pemantauan
Pemantauan dilaksanakan cleh pimpinan secara berjemjang mula
dari Gubenur, Kepala OPD (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2), Kepala
Bagian/Kepala Bidang {Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub
Bagian (Pejabat Eselon 4] sesuai dengan ruang hingkup dan
kewenangannya,

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah
oleh Gubermnur dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit
kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan
risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat
bertindak sebagal unit kepatuhan pada OPD.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian
risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Pencatatan
pemantauan dapat menggunakan format pada Lampiran 2 Form 9,

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko vang
telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat
catatan mengenai kapan risiko terjadi (nsk event) dan dampak vang
terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui
tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian vang telah
dilaksanakan. Realisasi kejadian risiko dapat menggunakan format
pada Lampiran 2 Form 10.

IV. PELAPORAN
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan nsiko, pemenntah
daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan nsiko berupa
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko
Kegiatan penilaian risiko vang terdiri dari penilaian nsiko strategis
pemerintah daerah, penilaian risiko strategis OPD, dan penilaian risiko
operasional periu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan
Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada
Sekretaniat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian rnsiko tngkat
strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Gubernur dan
pihak vang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko
tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan
dengan Kepala OPD dan pihak vang terkait. Contoh bentuk laporan
disajikan dalam Form 12.
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B. Pelaporan berkala pengelolaan nisiko oleh unit pemilik nsiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemenntah Daerah,
sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan vang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan.

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan vang ditangani oleh setiap Unit Kenja Tahunan.

2. Laporan Tingkat OPD, mehputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis OPD dan operasional
sesual dengan urusan vang ditangani oleh setiap OPD
Triwulanan.

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis OPD dan operasional
OPD sesuai dengan urusan yvang ditangani oleh setiap OFD
Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi;

a, Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Triwulanan.

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan
kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit
Kepatuhan Internal. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Form 13.

. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan
Internal

Laporan tniwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan
risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal vang disampaikan kepada
Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Contoh
bentuk laporan disajikan dalam Form 14.

. Pelaporan Komite Pengelolaan Risiko

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

1. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait
keputusan strategis vang menvimpang dan prosedur normal,;

2. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah  vang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

3. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko vang disampaikan kepada Kepala Daerah cq
Sekretaris Daerah.
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4. Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah
dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko.
Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKFP, Komite Pengelolaan Risiko,
Inspektorat, atau pihak lain vang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat
laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko
vang disampaikan kepada Kepala Daerah Sekretaris Daerah. Contoh
bentuk laporan disajikan dalam Foerm 15.

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

http:/jdih.bengkul


http://jdih.bengkuluprov.go.id

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU

Proses pengelolaan risiko pemerintah daerah terdiri dari 5 (lima)
tahapan, vaitu: identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian
risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
Adapun contoh formulirnya adalah sebagai berikut:

Form la
CONTOH

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
INTERN

CONTROL ENVIRONTMET EVALUATION (CEE)

— e e LT

1L Pegawni mendiapatinn Jis= T
istegriten dan nilal stiks secara Fulin
dnri  pimpinan  mstana  (muselnya
beteladunan, |kediniplipan, pesan
moral, difi

v Pemeriniah  dsernb ielsh  memili
nturan  peritkun  imisalya kol  ebi
paliia integritas, dan aturan perilak

yung telah dikomunikaasioun

el
kepadn seluruh pegawni

a Talah wd:p-t fungal  Ehusus i
datnm Vang 'l':l.lj'-n
Pﬂ'l.il-du-m masyara kg
pelanggaran  aluran puil.lhl.f'h:d.r
L]

4. | Prlanggaran  aturan  perilaku/ kede
etk telah diandaklanputi

k. Sraminr ompetenn: BElnp
gl posing Jabatagn telsh
ditentuknn

| Topt svehgp poielfjetatin

3 | Pemenntah daerah telah memilik dan
mensrapkan  strategl | pendnglatan
komperens: pogawni —

4. | Terdapat peiatihan terkast pengeiciaan
ralkn, baik pelatihan Khuaus maupun

pelatihan terintegras) secorm berkuln
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Beiinp wrusan ielah dilnlsanskan oleh
DD dan unif kerjs yung tepat

| | dalem pengelolasn raiks
E Weweaang  dam o
Tangguag Juwsh yung Tepat
i, | Kriteria WEWETALE
belaly ditenitukan dengin iepst

losbigaban dan
mampa  dengan pemberhentan
pofpeei

h
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inspefctoral Dasrah melakukan reviu
Larmaym

Hubungan kers yang balk dengan
inmians f organdans) lnin yang memilila

| ksterimitan apernsiomal tebah

Srbangun

| Mubungnn kena yang baik dengan

weEtana  yoreg  berhkaal  atea  fongei
peagawasan permeriiaaan
inepekical, BPEP dan BFE)  telabh
ter bangun

Keterangan:
Kaolom (3] tIIil! dengan jawaban responden

1

i:
;T

4

Tidak setuju/belum ada/belum dibangun
Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, alan tetapi belum konsisten
Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa

ditinglkatkan
Sangat setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat
ditularkan ke organisasi lain

Kolom (4) diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tap pertanyaan
dan simpulan tap sub unsur penpendalian

Contah stmpulan thap pertanyaan:
*Memadai® apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan “kurang
memadai™ apabila modus jawaban responden adalah | atau 2,

Contoh simpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

*Memadai® apabila selurubh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur telah
*memadail® dan “kurang memadai® apabila masih terdapat simpulan pertanyaan
pada sub unsur tersebut yang *kurang memadai”,
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Form 1b

CONTOH
CONTROL ENVIRONTMET EVALUATION (CEE}
BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN

PENGENDALIAN INTERN DI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

‘Nama Pemda ¢ Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian :
Urusan Pemerintiahan

3. | LHPF/LHE  Inspekiorat
Jenderal Kementerian
Dalam Negeri Rl No. XXX

4. | LHP/LHE/LHR/Lapormn

Maonitoring Inspekiorat
Provinsi Hengkulu No. —_
XX tanggal XXX tentang

Keterangan:

Kolom (1]  diisl dengan nomaor urut

Kolom (2]  diisl dengan sumber data

kolom (3] diisl dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data vang ada merupakan
kelemahan

Eolom (4] diisl dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuad sub unsur pada lEngkungan
pengrndalian
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Faorm 1¢

CONTOH
SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Nama Pemda » Pemerintah Provinsi Benghualu
Tahun Penilaian :
Urusan Pemerintahan

Mo Sub Unsur Simpulan  Penjelasan

Keterangan:

Kaolom (1) disi dengan nomor it

Kolom (2] diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom (3] diisi dengan simpulan penilatan awal CEE berdasarkan dokumen {*memadai® atau
“kurang memadai®|

Kolom (4] diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

kolom {5 diisl dengan simpulan hasil survel persepsi Fmemadad™ atau *kurang memadad®|

Kolom (6] diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survel persepsi

Kolom (7] diisi dengan simpulan sesual hasil penilaian awal dan survel persepsi, jika hasil
antara penilajan awal dan survel persepsi  bertentangan, maka lakukan
pendalaman atau lakukan professional judgement uniuk menyvimpulkannys

Rolom [B] diisi dengan uratan kelemahan
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Form 2a
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

PEMERINTAH DAERAH

|Humn Pemda ¢ Pemerintah Provinsi Benghkulu
Tahun Penilaian v 2021

: Perode vang dintlai i Periode RPIMD Tahun 2021 -2026
| Sumber Data RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026
I?'I.I,I'I.Lil.l'l Strategis RPIMD Tujuan 1.1 Meningkatnya Perekonomian Daerah

Tujuan 1.2 Meningkatnya Pemenuhan  Infrastruktur

Wilavah

JTuju-an 1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masynrakat
| yang merata

Tujuan 2.1 Meningkatnva Perekonomian Daersh vang
Berkelanjutan |

Tujuan 3.1 Meningkatnya Kualitas Lavanan dan Tata
Kelola Pemerintahian

Tujuan 4.1 Meningkntnyn Kumlitas SDM dan
Kesejahteraan Masvarakat |

Tujuan 5.1 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
| STl F!:.r'l.-l.ndun.;m _Prrrmpuun dan Anak

Penetapan  Konteks  Risiko | Tujuan 4.1 Meningkatnys  Kualitas  SDM dan |
_ Strategis Pemerintah Daerah Kesejahteraan Masyarakat |
Nama Dinas Terkait | - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan '
- Dinas Keschatan |
| - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Dinas Peternakan dan Keschatan Hewan |
<= Dinas Kelautan dan Perlkanan

| - Dninas Sosial .
| Sasaran RPJMD Sasaran 4.1.1 Meningkatnya  Akses  dan  Kualitas
Pendidikan
Sasaran 4.1.2 Meningkatnyi Dermjit kesehatian |
Masyarakat
Sasaran 4,1.3 Meningkiatnya Kesejahternan Masyarakon
| IKU Sasaran RPJMD Angla Kermiskinan
Prioritas Pembangunan dan | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
U ke
Pﬁlgl‘ﬂ.ﬂ'] ﬂm | W
Tujuan, Sasaran, KU yang | Tujuan 4.1 Meningkatnya Kualitas SDM dan |
akan dilakukan penilaian risiko Kesejahteraan Masyarakat
N Sasaran 4.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masvarakat

Benglotlt, oo
GUBERNUR BENGKULU
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Form 2b
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS l
PERANGKAT DAERAH
Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian ;2021
Periode yang dinilai :  Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Urusan Pemenntahan 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
OPD vang Dinilai ¢ Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Sumber Data RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Benghkulu Tahun
2021-2026
Tujuan Strategis | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakal
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya keschatan ibu dan anak

2. Menurunkan angka kematian |
3. Meningkatnva kualitas kesehatan masyarakat |

IKU Renstra OPD - Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 kelahiran hidup
- Angka Kematian [bu (AKI)/ 100.000 kelahiran hidup
- Presentase Gizi Buruk dan Chizi Kurang

Dist

Informas lain
Tujuan, Sasaran, IKU wvang | Tujuan Strategis:

ani;jn; dilakukan penilaian | Meningkatnya derajat keschatan masyarakat |
¥

Sasaran Suntegis:
Meningkatnya keschatan ibu dan anak

IKU Strategis:

Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian [bu (AKI)/ 100.000 kelahimn hidup
Dst
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Form 2c

CONTOH

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

PERANGKAT DAERAH

| Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode vang dinilai
| Urusan Pemerintahan
- OPD yang Dinilai

Pemerintah Provinsi Bengkulu

2021

Periode RPJMD Tahun 2021-2026

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
Dinas Pendidikan dan I-Erl:l_g!ﬂ_:gj._'_uf;} Emﬂmi Bengkulu

l Sumber Data
I

Renja Dinas Pendidikan dan Hnl;-{lﬂai.r.aa.n Provinsi
Bengkulu Tahun 2!122_

Tujuan Strategis

Meningkatnya akses dan hu&ﬂlﬂ; pcn:-lhﬂka.n

 Program OPD dan Kegiatan
U'tama

| 1. Program Pengelolaan Pendidikan

2, Program  Pengelolaan  Pendidikan — Sekolah
Menengah Atas

3. Program  Pengelolaan Pendidikan  Sekolah
Menengah Kejuruan

4. Program Pengelolaan Pendidikan Khusus

Keluaran/Hasil Kegiatan

-

st

Informasi lain

Kegiatan  dan  indikator
keluaran YANg akan

Program Pengelolaan Pendidikan

Bengkulu, ..o
Kepala Perangkat Daerah
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Form 3a

CONTOH
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda’ :  Pemerintinh Provinsi Bengkulu
Perangkat Dacrah B aamaA AR e

Tahun Penilatan . Fl

Perinde vang dinilal Periode RPJIMD Tahun 202 1-2026

- L L -

—

Kolom (1)  diis dengan nomor g

Kolom (2)  ditsi dengan tujusn grategis wrusat Wb/ pilihan sebagaimana tercantum dalam RPSMD

Kolom (3] dii dengan indikiyor kinerjs tujusn strategis

Kolom (4] diisi dengan uraian peristiwa yang erupakan risiko

Kolom [5) diini dengon kode rimiko

Kolom th)  diisi dengan pemilily pisiko, pihak /unit yang bertanggung jawab / berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom (7} diisd dengan penyehgb timbulnys cisike. Untuk mempermudah idenfiknsl, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam Mor, Money, Method, Machine dan
Materfal

Rolom i8] diisi dengan sumbsy rigikn jelksternal fmtermal)

Kolom (9)  diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikin risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikin risiko

Kolom (10) dilsi dengan uraien akiba: yang divimbulian jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifiknsi, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalm :
Keuangin, Kinefin, Reputas dan Hubum.

Ealom (11] diist dengan piliak fymi vang menderita ) terkena dampakl jika fisiko betag-benar terjack
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Form 3b

CONTOH
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
Nama Pemda’ v Pemerintah Provinst Bengkulu
Tahin Penilalan : 2021
Periode yang dinilal »  Periode Renstra Tahun 202 1-2026

Heternngun:

Koklom [1]  disi dengan nomor wrd

Kolom (¥ diisi dengan tujusn strategis urusan wajib)/ pilihan scbagaimana tercantum dalam Renstra

Kolom (3] difsi dengan indileator lanerja iujuan stralegis

Kolom 4] diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom (5] diisi dengan kode risiko

Kolom [7] diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi, sebab risiko bisa dikabegorikan ke dalam Man, Money, Method, Moching dan
Merterinl

Kolom (8  diisi dengan sumber risiko (eksternal [ intermal)

Kolom (9 diisi dengan € jika unit kerja mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika unit kerja tdak mampu mengendalikan risiko

Kolom (100 ditsl dengan uraian akibar yung ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadd. Untuk mempermudah identifilcas, dampab Aablo bisa diksiegorikonn ke dalarm
Kruangan, Kinerna, Reputasi dan Huboim.

Kaolom [11) diisi dengan pihak /unit yang mendenta/terkena dampak jika risiko benar-bener teryadi

http://jdih.bengkuluprov.go.id


http://jdih.bengkuluprov.go.id

B

Form 3¢
CCINTON
IDENTIFIRAS! RISIKO OPERASIONAL
PERANGEAT DAERAH

Nama Pemda ©  Pemerintah Provinsi Bengkulu

Kobom (11 diisl dengan fnomer writ

Kolom () dll.-dnwlcml.tlm tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan schagaimans tercanium dalam RRA OFD

holom (31 dim dengan indikator kinerja tujuan | sasaran Kegiatan

Enlom (4] diisi dengan tahapan kegiantan

Kolom (5] diis dengan urdan peristiva yang meripakan riske

Kolom (6 diind dengan kode risiko

Kolom (7]  diisi dengan pemilik risilen, pihak/ unit yang bertanggung jawab ( berkepentingan untuk mengelola risiico

Kolom (8] diisi dengan penyebab timbuloys dsiko. Untuk mempermudah identifikas, sebab risike bisa dikategorikon ke dalam Man, Money, Method, Machine dan
Muterial,

Kolom (B  diisi dengan sumber risikoo felsternal finternal)

Kolom (10] diisl dengan C jika unit Kergn mampu unfuk mengendaliloan risiko, atau UC jika unit kerga tidak mampu mengendaliksn risiko

Kolom (11) diisl dengan wraian akibat yang ditbmbulkan jika risike bepar-benar terjadi. Untuk mempermudab identifilkasd, dampak risiko bisa dikstegorikan ke dalam :
Keuangan, Kinera, Heputasi dan Hulum.

Kolom (12) diisd dengan pilak (undt vang menderita /terkens dampalk jika rigilo benarbenr terjadi
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Form 4
CONTOH
ANALISIS RISIKO

PEMERINTAH DAERAH/PERANGKAT DAERAH
Pemerintah : Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian L 11 73 |
Periode yang dinilai
Tujuan Stralcgls
Urusan Pemerintahan

Analisis Risiko

No. Risiko yang Teridentifikasi = .o0° e skala

Risiko Strategis OPD

Risiko Operasional OPD

g (w|- El

Heterangan:
Kolom (1) diisi dengan nomor wrut

Kolom (2] dilsi dengan risiko yang teridentifikiasd
Kolom (3] diisi dengan kode risiko
Kolom (4] diis! dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala

dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom (5] diis] dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/ modus skala

kemungkinan vang diberikan peserta diskusi
Kolom (6) diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan
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Form 5
CONTOH
DAFTAR RISIKO PRIORITAS
PEMERINTAH DAERAH/PERANGEKAT DAERAH
Mama Pemda ¢ Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian : 2021
Tujuan Strategls L R
Urusan Pemerintahan e R
Kode Skala Pemilik
No. Risiko Prioritas Risi) Risiko Risil Penyebab Dampak

1.
1.
2

Dst

Keterangan:

Rolom (1) diisi dengan nomor urut
Kolom (2] diisi dengan risiko prioritas
Kolom (3) diisi dengan kode risiko
kKolom (4] diisl dengan skala risiko
Kolom (5] diisi dengan pemilik risiko
kolam (6) diisl dengan penyebab risiko
Kolom (T} diisi dengan dampak risiko
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CONTOH

Form &

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENOENDALIAN YANG ADA DAN MASIH INBUTUHKAN

!—l;m-
No. Pengendalian yang Kurang Perbalkan Lingkongan

—_

Keternngan:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan kondisi ingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom (3) diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom (4) diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menvelenggarakan kegiatan

pengendalian
Kolom (5) diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

h
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Form 7

CONTOH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
PEMERINTAH DAERAH /PERANGEAT DAERAH

E
{
E
£

T
ﬁ‘-
{
o
E .
i
f
;

;
J
:
1
|
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Form 8

CONTOH
PENGROMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

| L.
2.
3.
| 4.
| § =F = =
st
Heterangun:
Kolom (1] ditsi dengan nomaor urut
Koboem (2] diis dengan keglatun pengendalion yang dilvotubborn
Rolom (Y diisi dengan medin/ bentuk sarana pengkomurnilosnn
holom (4 dils dengan penyedia informis
Kolom (5  diisi dengan penerima infonmesd
Kolom i) disi dengan rencana waktu pelaksanaan
Rolom {7 diisi dengan realises wakitu pelaksanman
Kolom (8]  diisi dengan keterangan tambahan

http://jdih.bengkuluprov.go.id


http://jdih.bengkuluprov.go.id

.49 -

CONTOH
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Farm 9

Nama Pemida ¢ Pemerintah Provios Bengloolu
Tahun Proilaan HI i 4 |

Tujunn Strategs

Urusan Pemerntahan

Rencana Waktu
Ne. Kegiatan Pengendalian yang Bentuk/Metode Pemantanan Penanggung Jawab Pelal
Pemantauan

Flolalen -2
=

i

FEREEER

mgﬂi
|

=
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Form 10

CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama Pemda ! Pemerintah Provins Bengkoilu
Tahun Penilaan ;2021
Tujuan Strategis !
Urusan Pemerintahan
Hejadian Risiko
Rislko yang Kode uecerts
No. Teridentifikasi Risike Tanggal Sebal D ) Heternogan RTP rﬂw_ !ﬂl:-"um Keterangan

Keternngan:
Kolomm (1]  dibs dengan nomar urul
Kolom (] diisi dengan risilko yang teridentifiloasi
Raolom (3] didm dengan kode nisiko
Eolom (4] diisi dengan tanggal terjadinyn risiko padas tahun berjalan
Kolom (5] diimi dengan penyebal peristiva risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Raolom (6] dus dengan dampak perisitwn risiko pada tahun berjalan
Kolom (T} diisi dengan keterangan tambahan
Hlﬂ-lmlllt dﬂ--hmtqmunﬁnkpwwﬂvﬂm
Kolon (9)  didsd dengan rencatn pelalisanasn BTP
Kolom (10] diisd dengan realines pelaksansan BT
Ralomm (11) dited dengan keterangun tambahan lainnya
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Form 11

CONTOH
KODE RISIKO
Tak ]
Tingkat Pelak Jenis | Entitas/0OPD Nomor Urat Kod
Risiko Penilaian Risike Risiko | yang Menilai di OPD
RSP 21 01 QJ_ ﬂl H‘SF?I I:II l]l l]l
RS0 21 o2 05 01 RSEI".H 1]2 05.01
~ ROO 21 03 25 01 RO0.21.03.25.01

Heterangan:
Tinghkai Risiko
RSP Pemda
RS0 Strategis OPD
ROO Opermsional OPD
Jenin Hisilko
01 Pendidikar 21  Prersandian
o2 Kenehatan 22 Eebudayann
(3 PLU dan Tata Ruang 23 Perpustalnan
(18] Perumahan dan Kewasan Permulaman 24 H:lllrﬁj.-n
05 Retentraman, Ketertiban Umom dan Linmas = 25 Eelautan dan Perilounan
i Sosmial 268  Parwisaia
07 Tenaga kena 27  Pertanian
L Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 28 Kehutmran | Perkebunan

Anak 29 Energi dan Sumber Dava Mineral
9 Pangun 30 Perdagangan
10 Pertnnsban 31 Perindustrianm
1 Lingkungan Hidup 33  Transmigras
12 ﬁdnﬁnhﬁldﬂtpnﬂwduhmdmﬂqpﬂ A} Penyusunan Kehijaken dan Koordinas Adm.
13 Pemberdayaan Masyarakat dan Dess 34 Administrasi Keselretariatan DPRD
14  Pengendabian Penduduk dan KB 35 Pembinann dan pengawasan
16 Perhubungan A6 Perencanaan Pembangunan dan Litbarng
16 Komunikas dan Informatiloa a7 Keunngan dan Pendapatan
17 Koperas das KM M Kepegawalan dan Pengembangan SOM
18 Penanaman Modal L Hencana
19 Kepemudaan dan Olahraga &0 Palitik
20 Statiwik 9 Lainnya
Entitan/ OFD
i3 Pemda 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
32  Sekrewmriat Daerah Terpadu Satu Pintu
03 Sekretariat DPFRD 21 Dinms Pariwisita
04  Inspektorat 22  Dinas Pemuda dan Olshrags
05  Dinas Pendidikan dan Kebuodaaain 23 Mnas Perindustrian dan Pe
i1 Dhinas Keschatan 24 Dinms Perpustaksan dan Arssp Daerah
o7 Dinas Pelterjaan Umum dan Penatann ELI-I.I'“_ 5 Mras Tanaman Fln.n, Hortikalturs dan
08 Dines Perumehsn Rakyat, Kowasan Perkebunan

Permukiman dan Pertansihan 26 Dhnas kelautan dan penkanan
(9 Satuan Polisi Pamong Prags 27 [Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan
0 Dines Sosd 28  Dines Energ dan Sumber Dava Mineral
11 Dinas Ketenagakerun den Transmigras 29  Badan Perencanaan, Penelitian dan
13 [inas Pemberdayaan Perempunn, Pengembangan Daerah

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 30 Badan Pengelolaan Keuangan Daerih

dan Keluarga Berencana 31  Badan Kepegawaian Dacrah
14 Dines Ketahanan Panggae 3} Badan Pengembangan Sumber Dava
14  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manusis

Dhnas Kependudukian dan Penciatatan Sipdl
[hnas Pemberdiayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Perbubungan

Dhirvan Komunikass, nformation dan Stanistik
[hinas Koperas dan UKM

Baddan Penangmilangsn Bencane Daeral
Buitlan Kesatuan Bangsa dan Palitik
Haudan Penghubung

RSN

RSKJ

Lainnya
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Form 12

CONTOH OUTLINE

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Pendahuluan

A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko
serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang
berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan
daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik
kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan nsiko di
pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan nsiko pemerintah daerah.

Perbaikan Lingkungan Pengendalian vang Diharapkan

A. Rondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, vang
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan
wajib/ pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Bagian imi berisi strategi vang akan dilakukan guna memperbaiki
Lingkungan pengendalian vang mendukung penciptaan budaya
pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan
Bagian ini bensi tentang penetapan konteks strategis pemenntah
daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan
wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai
dengan wvisi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional
lainnya.
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VI.

B. Hasil ldentifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut
risiko (uraian nsiko, pemilik risiko, penyebab nsiko, sumber risiko, sifat
penvebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak
dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko,
serta penenima dampak risiko),

C. Hasil Analisis Risiko
Bagian im1 berisi skala risiko, matriks risiko, hasil analisis nisiko sesuai
urutan kategon serta RTP vang merupakan hasil dan analisis dampak
dan kemungkinan dan risiko vang sudah diidentifikasi.

3. Pengendalian vang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikas: terhadap pengendalian vang sudah
ada di pemenntah daerah vyang terkait dengan risiko vang
diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko,

E. Pengendalian vang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian vang masih dibutuhkan
atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan
wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian
vang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan
agar pihak-pihak vang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan
dan menjalankan pengendalian sesuail yang diinginkan.

Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan vang akan dijalankan untuk
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannyva dan pengendalian
vang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Penutup
Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit
Pemilik Risiko.

Lampiran
Kertas kerja tahapan identifikasi nisiko, penilaian nisiko, hingga RTP serta
pengkomunikasian dan monitoringnya.
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Form 13

CONTOH OUTLINE
LAPORAN TRIWULAN [/11/111/IV PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Pendahuluan

A,

Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penvusunan laporan pengelolaan nisiko
serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijjakan baik vang
berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan
daerah yvang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik
kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannva pengelolaan risiko di
pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan nsiko pemerintah daerah.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A,

Rencana Kegiatan Pengelolaan Risike Pemernintah Daerah Triwulan
FRITRIIFANY

Bagian ini bensi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko vang
direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat
berisi pemutakhiran risiko dan RTP dan periode triwulan sebelumnya.
Healisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan
LTIV

Bagian im1 bensi kepatan-Kegiatan pengendahan terhadap nsiko vang
dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai
GAP vang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan
realisAsinyA.

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal vang
menyebabkan terjadinva gap antara rencana dan realisasi kegiatan
pengelolaan nsiko pemerintah daerah.
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IV, Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP,
keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada
triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila
diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan
berikutnya.

V. Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan
nsiko Unit Pemilik Risiko serta strateg) yang akan dilakukan sebagai tindak
lanjut dan monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai
perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna
meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran
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Form 14

CONTOH OUTLINE
LAPORAN TRIWULAN 1/11/111/1V UNIT KEPATUHAN RISIKO
PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian vang akan dilakukan dan RTP oleh
pemerintah daerah vang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap GAP rencana dan realisasi pengelolaan
risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala vang
dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian vang telah dibuat serta
analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian vang
telah  dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efekuf
Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian vang dibutuhkan,
bentuk/metode pemantauan vang diperlukan, penanggung jawab
pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu
pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan
pengendalian.

[D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan
hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun
teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yvang dilakukan unit
kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran
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Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian vang akan dilakukan dan RTP oleh
pemerintah daerah vang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah vang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini bensi analisis terhadap GAP rencana dan realisasi pengelolaan
risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal vang menjadi kendala vang
dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas
hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan
risiko pemerintah daerah.

. Hasil Pembinaan Terhadap  Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan
risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil
fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam
melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun
pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan
pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan
hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan
pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

GUBERNUR BENGKULU,
ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

Pembin Utama Madya
NIP 19681221 199303 1 002
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